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Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag. 

Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H. 

Kata Kunci  : Pembagian Sama Rata, Harta Waris, Fikih Mawaris 

 
Ketentuan pembagian warisan yang dijelaskan dalam ayat tersebut telah menjadi 

bahan kajian dan penafsiran para cendekiawan Muslim. Sistem waris Islam yang 

menetapkan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam 

praktiknya pembagian sama rata harta waris terjadi di Desa Perapat Titi Panjang, 

Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Sehingga muncul 

pertanyaan pada penelitian ini Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Perapat Titi Panjang 

Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara? Bagaimana tinjauan fiqh 

mawaris terhadap pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa 

Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara?, 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan jenis 

penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian sama 

rata harta waris di Desa Perapat Titi Panjang disebabkan karena semua ahli waris 

sepakat menjaga keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga. Keputusan 

ini diambil lewat musyawarah yang dihadiri semua pihak dan disaksikan 

perangkat desa. Menurut fikih mawaris, pembagian seperti ini boleh dilakukan 

jika semua rela tanpa paksaan, karena termasuk ishlah (perdamaian) atau tabarru’ 

(pemberian sukarela), sesuai dengan anjuran Al-Qur’an dan hadis untuk saling 

merelakan. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di Desa 

Perapat Titi Panjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Musyawarah justru 

dianjurkan jika dianggap cara terbaik mencegah konflik antar ahli waris. 

Syaratnya, semua pihak sudah memahami hak masing-masing, tidak ada yang 

dirugikan, dan keputusan diterima dengan ikhlas oleh semua. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya 

dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alῑf ا

tidak 

di-

lamban

g 

-kan 

tidak 

dilambang 

- kan 

 țā’ t ط

te 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ Bā’ b be ب

zet 

(dengan     

titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع Tā’ t te ت

koma 

terbalik 

(di atas) 

 Śa’ ś ث

es (dengan 

titik di 

atas) 

 Gain g ge غ

 Fā’ f ef ف Jῑm j je ج

 Hā’ ḥ ح

ha (dengan  

ti-tik di 

bawah) 

 Qāf q ki ق

 Kāf k ka ك Khā’ kh ka dan ha خ

 Lām l el ل Dāl d de د

 Mῑm m em م Żal ż zet (dengan ذ
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titik di 

atas) 

 Nūn n en ن Rā’ r er ر

 Wau w we و Zai z zet ز

 Hā’ h ha ه Sῑn s es س

 ء Syῑn sy es dan ye ش
Hamza

h 
‘ apostrof 

 Șād ș ص

es (dengan  

ti-tik di 

bawah) 

 Yā’ y ye ي

 Ḍad ḍ ض

de (dengan 

ti-tik di 

bawah) 

    

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َــ  fatḥah a a ـ

 ِــ  kasrah i i ـ

 ُــ  dḥammah u u ـ

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf 
Gabungan 

huruf 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ...َي  

 fatḥah dan wāu au a dan u ...وَ  
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Contoh: 

 kataba - كَتبََ 

 fa‘ala - فعََلَ 

 żukira - ذكُِرَ 

 yażhabu - يَذ هَبُ 

 su’ila - سُـئِل  

 kaifa - كَي فَ 

لَ   haula - هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...َا ...َى
fatḥah dan alīf 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ...ِي  

 ...وُ  
dḥammah dan 

wāu 
ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla -   قَالَ 

 ramā -   رَمَى

 qīla -   قيِ لَ 

لُ   yaqūlu -   يقَوُ 

4. Tā’ marbūtḥah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtḥah ada dua: 

1. Tā’ marbūtḥah hidup 

Tā’ marbūtḥah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 
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dammah, trasnliterasinya adalah ‘t’. 

2. Tā’ marbūtḥah mati 

Tā’ marbūtḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah ‘h’. 

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtḥah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka tā’ marbūtḥah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فَالِ  ضَةُ ا لأطَ   raudah al-atfāl - رَو 

- raudatul atfāl 

رَةُ   al-Madīnah al-Munawwarah - المَدِي نَةُ ال مُنوََّ

- al-Madīnatul-Munawwarah 

 talhah - طَل حَةُ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā -  رَبَّنَا 

لَ   nazzala -  نَزَّ

 al-birr -  البِر  

 al-hajj -  الحَج  

مَ   nu‘‘ima -  نعُ ِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
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sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf 

syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرَجُلُ 

 ُ  as-sayyidatu - السَي ِدةَ

سُ   asy-syamsu -  الشَم 

 al-qalamu -  القَلَمُ 

 al-badī‘u -  البَدِي عُ 

 al-jalālu -  الجًلاَلُ 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alīf. 

Contoh: 

نَ   ta’khużūna -  تأَ خُذوُ 

ءُ   ’an-nau -  النَّو 

ء    syai’un -  شَي 
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 inna -  إِنَّ 

تُ   umirtu -  أمُِر 

 akala -  أكََلَ 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِ نَ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn -  وَإِنَّ اَللََ لهَُوَ خَي رُ الرَّ

  - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

ا ال كَي لَ وَال مِي زَان  فوُ   Wa auf al-kaila wa-almīzān -  وَأوَ 

  - Wa auful-kaila wal-mīzān 

 Ibrāhīm al-Khalīl -  إبَ رَاهِي مُ ال خَلِي ل 

  - Ibrāhīmul-Khalīl 

سَاهَا  رَاهَا وَمُر  مِ اللهِ مَج   Bismillāhi majrahā wa mursāhā - بسِ 

 Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti -  وَلِِلِ عَلَى النَّاسِ حِج  ال بيَ تِ 

تطََاعَ إِليَ هِ سَبيِ لاً   .man istatā‘a ilaihi sabīla    مَنِ اس 

  - Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti 

  manistatā‘a ilaihi sabīlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 
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didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ل   د  إلَاَّ رَسُو   Wa mā Muhammadun illā rasūl -  وًمًا مُحَمَّ

لَ بيَ تٍ وًضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي   Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī -  إِنَّ أوََّ

 bibakkata mubārakan -  ببِكََّةَ مُبَارَكَةً 

أنَ  مَضَانَ الَّذِي أنُ زِلَ فيِ هِ ال قرُ  رُ الرَّ  Syahru Ramadānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu -  شَه 

فُقُِ ال مُبيِ نِ    Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn - وَلقََد  رَآهَُ بِالأ 

  Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni 

ِ ال عَالمَِي نَ  دُ لِِلِ رَب   Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn -  الحَم 

  Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ر  مِنَ اللهِ وَفتَ ح  قَرِي ب    Nasrun minallāhi wa fathun qarīb -  نَص 

رُ جَمِي عًا  مَ   Lillāhi al-amru jamī‘an -  لِِلِ الأ 

  Lillāhil-amru jamī‘an 

ءٍ عَلِي م     Wallāha bikulli syai’in ‘alīm - وَاللهُ بكُِل ِ شَي 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn 

Sulaimān. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU  

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, 

dengan mengajarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi umatnya melalui 

aturan dan norma hukum yang telah ditetapkan. Salah satu aspek hukum penting 

dalam Islam adalah hukum tentang perkawinan, yang menjadi dasar utama 

terjadinya pewarisan. Artinya, perkawinan menjadi sebab timbulnya hak waris. 

Oleh karena itu, hukum waris memiliki peranan yang sangat penting dalam 

hukum keluarga, karena turut menentukan dan mencerminkan sistem kekerabatan 

yang berlaku dalam masyarakat.1 

Kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti akan dialami oleh setiap 

makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Tidak seorang pun di dunia ini yang 

mampu mengetahui secara pasti kapan, di mana, dan dengan cara bagaimana ajal 

akan menjemputnya, apakah dalam keadaan sehat atau sakit, tua atau muda, pagi 

atau malam. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba, bahkan di saat 

seseorang sedang merencanakan masa depan. Ketika ajal telah tiba, maka tidak 

ada satu kekuatan pun yang mampu menundanya ataupun mempercepatnya, 

sebab semua itu telah menjadi ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.2 

Allah berfirman dalam Surah ali Imran ayat 185 yang berbunyi: 

قَةُ  نَ فْس   كُل   اَ الْمَوْت    ذَاۤىِٕ لَ  النمار   عَن   زحُْز حَ  فَمَنْ  الْق يٰمَة    يَ وْمَ  اجُُوْركَُمْ  تُ وَف موْنَ  وَا نَّم الْْنَمةَ  وَادُْخ   
نْ يَا   الْْيَٰوةُ  وَمَا فاَزَ   فَ قَدْ  ۝١٨٥ الْغُرُوْر   مَتَاعُ  ا لّم  الد   

Artinya: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari 

Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang 

dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia 

 
1 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-quran dan Hadist, (Jakarta: 

Timtamas, 1981) hlm. 1 
2 M. Afnan Chafidh dan A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islami: Panduan Kelahiran-

Perkawinan Kematian,  (Surabaya: Khalista, 2007),  hlm. 178. 
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memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang 

memperdaya. (QS. ali Imran: 185).3 

Jika berbicara tentang seseorang yang telah meninggal, biasanya juga 

terkait dengan masalah harta peninggalan atau warisan. Warisan adalah harta 

yang ditinggalkan oleh seseorang semasa hidupnya, lalu dibagikan setelah dipakai 

untuk biaya perawatan saat sakit, pengurusan jenazah, melunasi utang, dan 

melaksanakan wasiat yang dibuatnya. Dalam Islam, yang merupakan agama 

rahmat bagi seluruh umat, pembagian warisan diatur dengan prinsip keadilan dan 

kesejahteraan bagi semua pihak yang berhak.4 

Kata mawaris berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari al-mirats. 

Secara bahasa, al-mirats berasal dari kata kerja waritsa–yaritsu–miratsan yang 

berarti "mewarisi" atau "mendapatkan warisan". Dalam fikih, mawaris adalah 

ilmu yang mempelajari cara pembagian harta peninggalan orang yang sudah 

meninggal kepada ahli warisnya sesuai aturan syariat Islam. Harta warisan ini 

meliputi semua yang ditinggalkan pewaris, setelah dipotong biaya pemakaman, 

pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Karena itu, pembahasan 

tentang mawaris sangat penting untuk menjaga keadilan serta memastikan hak-

hak keluarga yang ditinggalkan tetap terpenuhi.5 

Dari sudut pandang istilah dalam Ilmu Faraid, al-mirats berarti 

pengalihan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada 

ahli waris yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta, tanah, ataupun hak-

hak sah lainnya. Sehingga, Ilmu Faraid memiliki cakupan tiga elemen penting:  

a. Pengetahuan mengenai kerabat-kerabat yang berhak dijadikan ahli waris. 

b. Pengetahuan mengenai bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris. 

c. Pengetahuan mengenai metode perhitungan terkait pembagian harta 

 
3 QS. ali Imran: 185 
4 Wati Rahmi Ria, Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia, (Bandar 

Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 2. 
5 M Dhamrah Khair, Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni, (Bandar Lampung: 

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 11. 
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warisan. 6 

Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum 

waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris 

perdata Barat bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

atau Burgerlijk Wetboek yang digunakan terutama oleh masyarakat non-Muslim. 

Dalam sistem ini, semua ahli waris mendapat bagian yang sama tanpa 

membedakan jenis kelamin atau garis keturunan. Hukum waris Islam berlaku bagi 

umat Muslim, dengan aturan yang sudah jelas dalam Al-Qur’an dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Misalnya, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih 

besar dibanding anak perempuan. Sementara itu, hukum waris adat didasarkan 

pada kebiasaan dan tradisi di masing-masing daerah yang sangat beragam. 

Contohnya, masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal sehingga 

warisan lebih banyak diberikan kepada perempuan, sedangkan masyarakat Batak 

lebih mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris. Ketiga sistem hukum ini diakui 

oleh negara dan digunakan sesuai latar belakang budaya maupun agama 

masyarakat.7 

Pembagian harta warisan bagi umat Islam di Indonesia telah diatur secara 

khusus dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menetapkan 

bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian yang diterima 

oleh ahli waris perempuan, atau dengan kata lain mengikuti perbandingan 2:1. 

Ketentuan ini bukanlah produk hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan 

implementasi dari prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam sebagaimana yang 

tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur’an, khususnya Surah an-Nisa ayat 11. 

Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman:  

 
6 Muhammad Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan Menurut AlQur‟an dan Sunnah, 

(Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41. 
7 Dika Ratu Marfu’atun dkk, Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum 

Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu 

Komunikasi, Vol. 1 No. 4 Tahun 2024, hlm. 230 
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يْكُمُ  ْ   اللُّٰ  يُ وْص    مَا ثُ لثُاَ فَ لَهُنم  اثْ نَ تَيْ   فَ وْقَ  ن سَاۤء   كُنم  فاَ نْ  الّْنُْ ثَ يَيْ ن  حَظّ   م ثْلُ  ل لذمكَر   اوَْلَّد كُمْ  ف 
ن
وَا نْ  تَ رَكَ  

دَة   كَانَتْ  بََ وَيْه   النّ صْفُ   فَ لَهَا وَاح  د   ل كُلّ   وَلّ  هُمَا وَاح  ن ْ لّمْ  فاَ نْ  وَلَد ن  لهَ كَانَ  ا نْ  تَ رَكَ  مِ ما الس دُسُ  مّ   
ه   ابََ وٰهُ  وموَر ثهَ وَلَد   لمه يَكُنْ  مُّ  ه   ا خْوَة   لهَ كَانَ  فاَ نْ  الث  لُثُن  فَلِ  مُّ  يمة   بَ عْد   م نْ   الس دُسُ  فَلِ  يْ  وَص  اَ   ي  وْص  بِ   
ؤكُُمْ  دَيْن    اوَْ  حَك يْم ا عَل يْم ا كَانَ  اللَّٰ  ا نم  اللّٰ    مّ نَ  فَر يْضَة   نَ فْع ا   لَكُمْ  اقَْ رَبُ  ايَ  هُمْ  تَدْرُوْنَ  لَّ  وَابَْ نَاۤؤكُُمْن  اٰبََۤ  

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 

perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, 

maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua 

ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. 

Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Mahabijaksana. (Q.S An-Nisa: 11).8 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai pembagian 

harta warisan diatur dalam Pasal 176 yang merujuk pada Surah An-Nisa ayat 11, 

di mana bagian warisan untuk laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian 

perempuan. Pembagian ini mencerminkan keadilan dalam konteks tanggung 

jawab dan kewajiban masing-masing ahli waris. Namun demikian, KHI juga 

memberikan kelonggaran melalui Pasal 183 yang memperbolehkan pembagian 

warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan damai atau musyawarah keluarga. 

Kesepakatan ini sah selama semua ahli waris mengetahui bagian haknya dan 

menyetujui pembagian tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan.9  

 
8 QS. an-Nisa: 11 
9 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 

Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hal. 68 
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Al-Qur’an menetapkan aturan pembagian warisan dengan perbandingan 

2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi, sebagian masyarakat 

merasa bahwa aturan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Sebaliknya, 

para mufassir berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah adil dan tidak bersifat 

diskriminatif, karena disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-

masing ahli waris. Dalam kehidupan modern, muncul pandangan bahwa 

pembagian 2:1 tidak selalu sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga ada kondisi 

tertentu di mana anak perempuan dianggap pantas menerima bagian yang sama 

dengan anak laki-laki. Banyak pihak mempertanyakan apakah Islam membuka 

peluang bagi pembagian warisan yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, 

terutama dalam keluarga yang menanggung tanggung jawab ekonomi secara 

seimbang.10 

Sebagian ulama berpendapat bahwa aturan waris dalam Islam bersifat 

qat’i (pasti) dan tidak dapat diubah, sementara yang lain membuka ruang ijtihad 

dalam kondisi tertentu berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat. Oleh karena 

itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami apakah prinsip pembagian sama 

rata dalam warisan sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam, atau justru 

menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.11 

Keadilan adalah salah satu landasan utama dalam ajaran Islam yang harus 

dipatuhi oleh setiap umat. Allah yang memiliki sifat Maha Adil (al-Adlu) menjadi 

contoh yang wajib diikuti oleh seluruh hamba-Nya. Bagi sebagian besar orang, 

keadilan dalam kehidupan sosial merupakan tujuan yang sangat dihargai. Banyak 

alasan mengapa seseorang harus bersikap adil, karena Islam mewajibkan setiap 

individu mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, termasuk terpenuhinya 

kebutuhan dasar seperti perlindungan agama, keselamatan jiwa, harta, dan 

 
10 Muzakkir, Praktik bagi Sama dalam Pembagian Harta Warisan ditinjauan menurut 

Hukum Islam, Ameena Journal, Vol. 1, No. 3 Tahun 2023, hlm. 297. 
11 Nur Asror, Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al Wasith: 

Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No. 2 Tahun 2023, hlm. 29. 
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keturunan. Agar hal tersebut dapat terlaksana, keadilan (al-adl) harus ditegakkan 

dalam struktur kehidupan bermasyarakat.12 

Praktik keberagaman sistem hukum di Indonesia masih menunjukkan 

adanya ketidaksesuaian antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Hal 

ini terjadi karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya 

yang memiliki sistem nilai dan norma masing-masing, termasuk dalam hal 

pewarisan. Salah satu contohnya terdapat di Desa Perapat Titi Panjang, Kota 

Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, di mana masyarakat setempat masih 

mempertahankan tradisi membagi harta warisan sama rata kepada seluruh ahli 

waris laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan ketentuan bagian yang 

telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hukum Islam.13 

Penelusuran awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dalam tiga 

tahun terakhir terdapat tiga kasus pembagian warisan secara sama rata antara ahli 

waris laki-laki dan perempuan di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan 

Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Ketiga kasus ini menjadi representasi 

praktik yang mulai berkembang dan menyimpang dari ketentuan fikih mawaris. 

Kasus pertama terjadi pada tahun 2016 setelah meninggalnya Hasan, Ia 

meninggalkan tiga orang anak, seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Harta 

waris yang ditinggalkan berupa sawah, rumah permanen, dan sejumlah tabungan. 

Dalam musyawarah keluarga, ketiganya sepakat membagi warisan sama rata 

demi menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Anak laki-laki juga 

menyatakan bahwa ia rela berbagi secara adil dengan kedua saudarinya karena 

mereka juga telah berkontribusi kepada orang tua semasa hidup. 

 
12 Syaiful Muhyidin, Konsep Keadilan dalam Alquran, Al-Riwayah: Jurnal 

Kependidikan, Vol. 11 No. 1 Tahun  2019, hlm. 93. 
13 Muhammad Saprun, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan 

Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan 

Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) Unimal, 

Vol. 6, No. 4, Tahun 2023, hlm. 4. 
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Kasus kedua terjadi pada tahun 2019, Fatimah seorang janda meninggal 

dunia. Ia meninggalkan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan, serta harta 

berupa sawah dan kebun durian. Anak tertuanya mengusulkan agar warisan dibagi 

rata karena menurutnya semua anak telah sama-sama merawat ibu mereka. 

Awalnya sempat ada perbedaan pendapat, namun akhirnya disepakati bahwa 

pembagian dilakukan secara merata sebagai bentuk penghargaan atas peran dan 

tanggung jawab yang diemban masing-masing anak selama ini. 

Sementara itu, kasus ketiga terjadi pada tahun 2020 setelah meninggalnya 

Yudi yang meninggalkan tiga orang anak, yakni seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan. Warisan yang ditinggalkan berupa kebun dan dua toko di pasar. Saat 

keluarga berkumpul untuk membahas pembagian harta, muncul usulan agar 

dibagi sesuai hukum Islam. Namun anak laki-lakinya justru mengusulkan agar 

dibagi sama rata, karena menurutnya mereka bertiga sama-sama membantu orang 

tua membangun usaha. Usulan tersebut disetujui oleh keluarga karena dinilai 

lebih adil dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara saudara. 

Pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan masih 

menjadi perdebatan di berbagai kalangan, termasuk di Desa Perapat Titi Panjang, 

Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Praktik ini dinilai 

bertentangan dengan ketentuan fikih mawaris yang secara tegas mengatur bahwa 

bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Kontroversi yang 

muncul menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian praktik tersebut dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam serta faktor yang mempengaruhi terjadi pembagian 

tersebut. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pembagian Sama Rata Harta Waris dalam Tinjauan Fikih Mawaris (Studi 

di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh 

Tenggara).” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang tersebut, berikut ini merupakan rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian : 

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian sama rata antara 

laki-laki dan perempuan di Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan 

Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian sama rata antara 

laki-laki dan perempuan di Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan 

Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara? 

C. Tujuan Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian 

sama rata antara laki-laki dan perempuan di Desa Perapat Titi Panjang 

Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. 

2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian sama rata 

antara laki-laki dan perempuan di Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan 

Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan beberapa pembahasan sebelumnya, proposal ini berfokus 

pada topik “Pembagian Sama Rata Harta Waris dalam Tinjauan Fikih Mawaris 

(Studi di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh 

Tenggara)." Untuk menganalisis masalah ini, diperlukan referensi yang relevan 

dan mendukung kajian. Namun, hingga saat ini, belum ditemukan tulisan lain 

yang secara spesifik membahas topik ini dengan judul dan pendekatan yang sama. 

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa karya yang 

membahas tema terkait, antara lain: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Adnan Ajmain dengan judul "Praktek 
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Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris 

Masyarakat Adat Melayu Rengat di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri 

Hulu Provinsi Riau)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021. Dalam skripsi ini 

dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama 

sehingga waris dibagi secara sama rata. Menurut pendapat pemuka agama 

setempat mengenai praktek pembagian sama rata adalah hal yang wajar demi 

tercapainya keadilan dan menghindari pertikaian. Tinjauan hukum islam terhadap 

praktek pembagian warisan sama rata merupakan bentuk penyalahan dalam 

tuntunan waris sesuai dengan ketetapan hukum islam maupun Kompilasi Hukum 

Islam. Sejatinya harta waris dibagi sesuai dengan hukum Islam, jika setelah 

pembagian tersebut para ahli waris sepakat untuk dibagi sama rata, maka sesuai 

dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan.14 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Sekar Gading Arum dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris yang Tidak Sesuai 

Ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Bandar Putih Kecamatan 

Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara), Skripsi UIN Raden Intan 

Lampung, 2024. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang 

memahami prinsip hukum waris menurut Islam, yang mengakibatkan praktik 

pembagian harta waris dengan perbandingan 2:1, di mana laki-laki mendapatkan 

dua bagian dan perempuan satu bagian. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, 

seperti KUA, menyebabkan meningkatnya risiko konflik antar keturunan. Penulis 

merekomendasikan perlunya komunikasi yang kuat dan berkesinambungan dari 

lembaga terkait, serta diadakannya musyawarah untuk mencapai kesepakatan 

yang adil dalam pembagian harta waris. Masyarakat diharapkan memahami dan 

menerapkan ketentuan pembagian waris sesuai dengan ajaran Islam untuk 

 
14 Adnan Ajmain, Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam 

(Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat di Desa Alang Kepayang, Kabupaten 

Indragiri Hulu Provinsi Riau). (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021). 
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menghindari konflik dan mencapai keadilan.15 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Adi Sucipto dengan judul “Praktik 

Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura Kabupaten Cirebon (Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Adat), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023). 

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pembagian warisan di Desa Kertasura 

dilakukan secara sama rata, tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki maupun 

perempuan. Dari perspektif hukum Islam, praktik pembagian warisan secara 

merata ini dipahami sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi sosial 

masyarakat setempat. Hal tersebut tidak dianggap bertentangan dengan syariat, 

sebab masyarakat Desa Kertasura lebih mengutamakan kemaslahatan dan 

menghindari kemudaratan, yang merupakan prinsip penting dalam hukum Islam. 

Sementara itu, dari sisi hukum adat, masyarakat Desa Kertasura menerapkan 

sistem musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, keputusan untuk membagi 

warisan secara sama rata didasarkan pada hasil kesepakatan keluarga agar tercipta 

keadilan dan keharmonisan di antara para ahli waris.16 

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Nur Asror dengan judul “Pembagian 

Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam” terdapat dalam Jurnal Al Wasith: 

Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8 No. 2 Tahun 2023. Artikel ini menyimpulkan 

bahwa pembagian warisan secara sama rata diperbolehkan dengan menggunakan 

metode takharuj. Secara bahasa, takharuj berarti "keluar", sedangkan secara 

istilah dimaknai sebagai keluarnya seorang ahli waris dari haknya, baik dengan 

memberikan bagiannya kepada ahli waris lain sebagai pengganti maupun dengan 

merelakan bagiannya tanpa penggantian. Dasar hukum praktik ini berasal dari 

hasil ijtihad (atsar sahabat) yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman 

 
15 Dewi Sekar Gading Arum, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris 

yang Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Bandar Putih Kecamatan 

Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara), (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2024). 
16 Adi Sucipto, Praktik Pembagian Waris Sama Rata di Desa Kertasura Kabupaten 

Cirebon (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat), (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2023). 
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bin Affan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 ditegaskan bahwa: 

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 

warisan, setelah menyadari (mengetahui) bagiannya masing-masing”.17 

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Hari Sudarmawan dan 

Masrokhin dengan judul "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki dan 

Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo 

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)" terdapat dalam Jurnal Usrah: Jurnal 

Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023. Dalam artikel ini disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembagian waris di Desa Madigondo ini dengan 

menggunakan formula 2:1 yang tertulis dalam hukum Islam, konsep pembagian 

ini selalu di sampaikan oleh tokoh masyarakat ketika diminta untuk mendampingi 

dalam proses pembagian waris, akan tetapi ketika muncul konflik diantara ahli 

waris barulah formula 1:1 ini dapat digunakan untuk menghindari terjadinya 

permusuhan antar ahli waris tersebut. Tokoh masyarakat Desa Madigondo, 

Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan berpendapat bahwa harta warisan harus 

dibagi sama rata, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.18 

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, diketahui 

bahwa permasalahan terkait pembagian sama rata harta warisan telah dibahas dari 

sudut pandang yang beragam. Oleh karena itu, kajian pustaka tersebut menjadi 

dasar dan acuan bagi saya dalam melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul 

“Pembagian Sama Rata Harta Waris dalam Tinjauan Fikih Mawaris (Studi di 

Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh 

Tenggara)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna memperoleh 

pemahaman yang mendalam terhadap praktik tersebut. 

 
17 Nur Asror, Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al Wasith: 

Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 8 No. 2 Tahun 2023. 
18 Muhammad Hari Sudarmawan dan Masrokhin, Pembagian Harta Waris Sama Rata 

Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim di Desa Madigondo 

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan), Jurnal Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 

No. 2 Tahun 2023. 
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E. Penjelasan Istilah 

1. Pembagian 

Pembagian dalam konteks hukum waris adalah proses distribusi atau 

pengalokasian harta peninggalan seseorang (pewaris) kepada para ahli waris 

yang sah setelah orang tersebut meninggal dunia. Proses ini memiliki aturan 

ketat dalam hukum Islam yang bersifat qat’i (pasti) sebagaimana diatur dalam 

Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Tidak semua orang bisa 

membagi warisan secara sembarangan karena pembagian waris harus 

didasarkan pada prinsip keadilan syariah dan ketentuan nasab (hubungan 

darah).19 

2. Sama Rata 

Sama rata dalam pembagian warisan berarti semua ahli waris 

memperoleh jumlah atau bagian yang sama tanpa mempertimbangkan jenis 

kelamin, tingkat kekerabatan, atau status sebagai ashhabul furudh (penerima 

bagian pasti) atau ashabah (penerima sisa warisan). Praktik ini muncul dari 

semangat modernisasi dan persepsi keadilan berbasis kesetaraan gender yang 

tidak membedakan laki-laki dan perempuan, serta dorongan budaya lokal 

yang ingin menghindari konflik keluarga. 

Namun, dalam pandangan fikih mawaris, pembagian sama rata sering 

kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam QS. An-

Nisa ayat 11 disebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari 

bagian anak perempuan (lidz dzakari mitslu hazzil untsayain), karena beban 

tanggung jawab dalam kehidupan sosial dan ekonomi lebih besar pada laki-

laki.20 

 

 
19 Choirul Mahfud, Konsep Pembagian Warisan dalam Islam dan Implementasinya di 

Indonesia. Jurnal Hukum Islam dan Hukum Positif, Vol. 5 No. 2. Tahun 2020, hlm. 312 
20 Zaini Zulfikri, Keadilan Gender dalam Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Adat. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 17 No. 1. Tahun 2021, hlm. 132. 
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3. Harta Waris 

Harta waris (التركة / tirkah) adalah seluruh kekayaan atau aset milik 

seseorang yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah ia meninggal 

dunia. Harta ini mencakup benda bergerak (seperti uang tunai, kendaraan, 

logam mulia) dan tidak bergerak (seperti tanah, rumah, sawah), serta hak-hak 

yang bersifat ekonomi. Dalam Islam, warisan harus dibagi sesuai syariat 

setelah dikurangi untuk keperluan jenazah, pembayaran utang, dan 

pelaksanaan wasiat (maksimal sepertiga dari total harta). 

Pengelolaan dan pembagian harta waris merupakan bagian penting 

dalam menjaga keadilan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga pewaris. 

Islam secara eksplisit mengatur pembagian ini sebagai bentuk perlindungan 

terhadap hak-hak individu dan menghindari konflik sosial yang bisa timbul 

pasca kematian seseorang.21 

4. Tinjauan 

Tinjauan dalam konteks ilmiah berarti proses pengamatan, 

penelaahan, dan analisis terhadap suatu objek kajian dari sudut pandang 

tertentu. Dalam penelitian hukum Islam, tinjauan dilakukan terhadap sebuah 

praktik sosial atau hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat, baik dari 

sumber nash (Al-Qur’an dan Hadis), maupun metode ijtihad para ulama. 

Dalam judul ini, tinjauan yang dimaksud adalah tinjauan fikih 

mawaris, yakni evaluasi terhadap praktik pembagian harta warisan secara 

sama rata dilihat dari norma dan kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu 

faraid.22 

5. Fikih Mawaris 

Fikih mawaris berasal dari dua kata, yaitu fikih dan mawaris. Fikih 

 
21 Ahmad Marzuki, Fikih Mawaris dalam Konteks Masyarakat Modern. Jurnal Syariah 

dan Hukum, Vol. 10 No. 2. Tahun 2019, hlm. 215. 
22 Nurul Huda, Tinjauan Fikih terhadap Praktik Sosial Pembagian Warisan di Pedesaan. 

Jurnal Studi Islam dan Hukum, Vol. 2 No. 1. Tahun 2020, hlm. 114. 
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(fiqh) secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, dan secara istilah 

adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat 

amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili). 

Mawaris berarti warisan atau harta peninggalan. 

Dengan demikian, fikih mawaris adalah cabang ilmu fikih yang 

secara khusus membahas aturan-aturan hukum Islam mengenai pembagian 

harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya (ahli waris), menurut ketentuan syariat Islam.23 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau 

penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan metode kualitatif. 

Pada penelitian yuridis empiris akan fokus pada penerapan norma yang di 

praktikkan oleh masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan terjun langsung 

ke Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara untuk 

dapat memperoleh Gambaran yang jelas serta terperinci mengenai isu yang 

peneliti kaji.18 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). 

Dengan menganalisis penerapan norma yang ada di tengah masyarakat. 

Adapun bentuk isu yang peneliti kaji yaitu praktik pembagian sama rata 

warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat 

Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mengkaji bahwa adanya penyimpangan 

masyarakat dalam praktik pembagian  norma yang berlaku di analisis dengan 

teori ketahanan keluarga. 

 

 
23 Zainuddin Ali, Ilmu Waris. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 2. 
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3. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data 

primer dan sumber data sekunder.  

a. Data Primer 

Wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Perapat Titi 

Panjang Kota Kutacane Aceh Tenggara, menjadi sumber utama untuk 

memperoleh data primer dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berfungsi sebagai informasi pendukung yang 

dikumpulkan dari sumber lain, contohnya hasil pengolahan informasi 

dari pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang distribusi 

warisan perempuan dan laki-laki di Desa Perapat Titi Panjang 

Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, data 

sekunder juga dikumpulkan berdasarkan berbagai rujukan, yaitu 

artikel, jurnal, buku, dan penelitian terkait yang relevan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

dikerjakan dengan interaksi secara langsung dengan peneliti 

(pewawancara) dan narasumber (informan) guna mendapatkan 

informasi yang mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur, yang 

mana pewawancara telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang 

disesuaikan dengan topik penelitian mengenai perbagian harta warisan 

secara merata antara perempuan dan laki-laki.24 

 
24 Aslihatul Rahmawati dkk, Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field 

Research. Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, Vol. 2 No. 1 Tahun 201, hlm. 136.   
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Adapun pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam 

wawancara terdiri atas: 

1) Pak Keuchik Desa Perapat Titi Panjang (Kepala desa), sebagai 

pimpinan desa yang memiliki pengetahuan umum tentang adat 

dan praktik hukum waris di masyarakat setempat. 

2) Warga yang terlibat langsung dalam kasus pembagian warisan, 

baik dari pihak ahli waris laki-laki maupun perempuan, guna 

mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang 

terjadinya pembagian warisan secara merata serta proses 

penyelesaiannya. 

3) Saksi-saksi yang turut mengetahui atau terlibat dalam proses 

musyawarah pembagian warisan, seperti tokoh adat, perangkat 

desa, atau anggota keluarga lainnya yang hadir saat kesepakatan 

pembagian warisan dilakukan. Para saksi ini memberikan 

perspektif tambahan terkait alasan pembagian dilakukan secara 

merata dan bagaimana kesepakatan tersebut dicapai. 

Wawancara ini bertujuan dalam memperoleh informasi yang 

rinci mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian 

setara, serta proses mediasi yang dilakukan untuk mencapai 

kesepakatan. Semua data hasil wawancara dianalisis guna 

mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Studi Pustaka  

Studi pustaka ini deterapkan guna mendapatkan informasi 

mengenai teori-teori terkait pembagian harta warisan menurut 

perspektif fikih mawaris. 

5. Objektivitas dan Validitas Data 

Untuk menjaga fokus dalam penelitian ini, objek yang diteliti dan 

validitas datanya ditujukan kepada sejumlah anggota masyarakat di Desa 

Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. 
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dengan demikian, tidak memungkinkan untuk mewawancarai semua warga 

desa tersebut. 

6. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data pada penelitian ini dikerjakan dengan tahapan-

tahapan dibawah ini: 

a) Pengumpulan data juga penelaahan menyeluruh terhadap informasi 

yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah masyarakat di Desa 

Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh 

Tenggara.   

b) Setelah melakukan klarifikasi, data yang telah dikumpulkan 

dihubungkan dengan komponen-komponen yang terdapat dalam 

referensi yang ada, hal ini memungkinkan penarikan kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian. 

7. Pedoman Penulisan 

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 

2019.25 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan dalam 

penelitian ini. maka penulis akan mengklasifikasi menjadi empat bab sebagai 

berikut: 

Bab Satu Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab Dua Landasan Teori, Bab ini berisi teori-teori yang mendasari aturan 

pembagian harta warisan dalam fikih mawaris. Selain itu, akan dijelaskan pula 

 
25 Tim Penulis, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry, 2019). 
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penerapan aturan mengenai pembagian harta warisan yang setara antara 

perempuan dan laki-laki di Mandala Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh 

Tenggara.  

Bab Tiga Pembahasan, Bab ini membahas praktik pembagian sama rata 

harta waris di Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam, Kabupaten 

Aceh Tenggara. Fokus dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan 

terjadinya pembagian sama rata harta waris dan tinjauannya dalam fikih mawaris 

terhadap praktik tersebut. 

Bab Empat Penutup, Bab ini berisi kesimpulan serta rekomendasi 

mengenai penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang relevan. 


